
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI BULELENG 

PROVINSI BALI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG 

NOMOR      TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  NOMOR 12 TAHUN 2021 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BULELENG, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; 

  b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 



2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah serta perubahan prioritas dan plafond anggaran sementara yang telah disepakati antara 

Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 9 bulan September tahun 

2022; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6)  Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1655); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);   

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 926); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

7.  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Buleleng Nomor 8); 

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 

Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor .. Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor ..);   

 

 

 

 

 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  

DAN  

BUPATI BULELENG  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2021 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 

ANGGARAN 2022. 

 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 

2021 Nomor 12) diubah sebagai Berikut: 

Pasal 2 

   Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:  

   1. Pendapatan Daerah  

a. Semula      Rp. 2.079.345.283.232,00 

b. Bertambah/(berkurang)   Rp.      69.357.593.295,00+ 

    Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan     Rp. 2.148.702.876.527,00 

   2. Belanja Daerah  

a. Semula       Rp. 2.128.585.072.232,00 

b. Bertambah/(berkurang)    Rp.      76.508.700.390,00+ 

    Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan      Rp. 2.205.093.772.622,00 



   3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan pembiayaan  

          1)     Semula     Rp. 65.239.789.000,00 

          2)     Bertambah/(berkurang)  Rp.   7.151.107.095,00+ 

    Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan    Rp. 72.390.896.095,00 

b. Pengeluaran pembiayaan  

1)   Semula     Rp. 16.000.000.000,00 

2)   Bertambah/(berkurang)  Rp.                        0,00+ 

     Jumlah Pengeluaran pembiayaan  setelah perubahan     Rp. 16.000.000,00 

     Jumlah Pembiayaan  neto setelah Perubahan      Rp. 56.390.896.095,00 

      Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan     Rp. 0,00 

 

Pasal 3 

           Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah  

    1)    Semula     Rp. 420.379.886.115,00 

    2)    Bertambah/(berkurang)   Rp.   35.507.895.436,00+ 

    Jumlah Pendapatan Asli Daerah  setelah perubahan   Rp. 455.887.781.551,00 

b. Pendapatan Transfer  

1) Semula     Rp.1.658.965.397.117,00 

2) Bertambah/(berkurang)   Rp.     33.849.697.859,00+ 

    Jumlah Pendapatan Transfer  setelah perubahan   Rp. 1.692.815.094.976,00 

 



         c.  Lain–lain Pendapatan Daerah yang sah 

    1) Semula     Rp.0,00 

    2) Bertambah/(berkurang)   Rp.0,00 

     Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan  Rp.0,00 

 
Pasal 4 

   (1).  Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari: 

    a.  Pajak Daerah  

   1) Semula     Rp 157.676.579.841,00 

      2) Bertambah/(berkurang)   Rp     5.507.895.436,00+ 

     Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan     Rp. 163.184.475.277,00 

    b. Retribusi Daerah  

    1) Semula      Rp. 47.248.782.500,00 

    2) Bertambah/(berkurang)   Rp.   5.000.000.000,00+ 

     Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan    Rp. 52.248.782.500,00 

    c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ; 

    1) Semula     Rp.19.822.033.435,00 

    2) Bertambah/(berkurang )  Rp                        0,00+               

     Jumlah  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  

     dipisahkan setelah perubahan       Rp. 19.822.033.435,00 

    d. Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;  

     1) Semula      Rp.195.632.490.339,00 

     2) Bertambah/(berkurang )  Rp   25.000.000.000,00+ 

     Jumlah  Lain–lain pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan   Rp. 220.632.490.339,00 



 

   (2).  Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: 

    a. Transfer Pemerintah Pusat 

     1)  Semula     Rp.1.492.900.225.000,00 

     2)  Bertambah/(berkurang)   Rp.          901.707.264,00+ 

     Jumlah  Transfer pemerintah Pusat setelah perubahan    Rp1.493.801.932.264,00 

    b.  Transfer Antar Daerah 

     1) Semula     Rp.166.065.172.117,00 

     2)  Bertambah/(berkurang)   Rp.  32.947.990.595,00+ 

     Jumlah transfer Antar Daerah setelah perubahan    Rp.199.013.162.712,00 

   (3)    Lain–lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, besumber dari: 

    a. Lain–lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang –undangan  

      1)  Semula     Rp. 0,00 

     2)  Bertambah/(berkurang)   Rp. 0,00 

     Jumlah  Lain–lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 

     Peraturan Perundang–undangan setelah perubahan    Rp. 0,00 

 

Pasal 5 

    Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:  

a. Belanja Operasional 

    1)  Semula     Rp.1.688.795.679.614,00 

    2)  Bertambah/(berkurang)   Rp.     88.288.248.030,00+ 

    Jumlah  belanja Operasional Setelah Perubahan    Rp.1.777.083.927.644,00 



    b.  Belanja Modal 

     1)  Semula     Rp.179.883.770.857,00 

     2)  Bertambah/(berkurang)   Rp      (8.701.105.299,00)+ 

     Jumlah  belanja Modal Setelah Perubahan     Rp.171.182.665.558,00 

c. Belanja Tidak Terduga 

1)  Semula     Rp.9.276.486.011,00 

2)  Bertambah/(berkurang)   Rp (3.078.442.341,00)+ 

      Jumlah  belanja Tidak terduga Setelah Perubahan    Rp. 6.198.043.670,00 

d. Belanja Transfer   

1) Semula     Rp.250.629.135.750,00 

2) Bertambah/(berkurang)   Rp                           0,00+ 

      Jumlah  belanja Transfer  Setelah Perubahan      Rp.250.629.135.750,00 

 

Pasal 6 

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai 

1) Semula     Rp.914.174.772.319,00 

2) Bertambah/(berkurang)   Rp       8.441.194.701,00+ 

     Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan    Rp.922.615.967.020,00 

b. Belanja Barang dan Jasa  

     1)  Semula     Rp.705.707.636.295,00 

     2)  Bertambah/(berkurang)   Rp.    56.316.823.570,00+ 

     Jumlah belanja Barang dan Jasa  setelah perubahan   Rp.762.024.459.865,00  



   c.  Belanja Hibah  

     1)  Semula     Rp.63.595.771.000,00 

          2)  Bertambah/(berkurang)   Rp.19.158.918.900,00+ 

     Jumlah belanja hibah setelah perubahan     Rp. 82.754.689.900,00  

   d. Belanja Bantuan Sosial 

     1)  Semula     Rp.5.317.500.000,00 

          2 ) Bertambah/(berkurang)   Rp.4.371.310.859,00+ 

     Jumlah belanja Bantuan sosial setelah perubahan   Rp.9.688.810.859,00 

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5 huruf b, terdiri atas: 

    a. Belanja Modal Tanah 

     1)  Semula     Rp.200.000.000,00 

     2) Bertambah/(berkurang)   Rp.(200.000.000,00)+ 

     Jumlah belanja Modal Tanah  setelah perubahan   Rp.  0,00 

    b. Belanja Modal peralatan dan mesin 

     1)  Semula     Rp.84.408.984.535,00 

         2)  Bertambah/(berkurang)   Rp. (6.407.690.154,00)+ 

     Jumlah Belanja Modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp.78.001.294.381,00 

    c. Belanja Modal  Gedung dan Bangunan 

     1)  Semula     Rp.38.555.142.990,00 

     2)  Bertambah/(berkurang)   Rp.   (1.158.664.313,00)+ 

     Jumlah Belanja Modal gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp.37.396.478.677,00 

 

 



    d. Belanja Modal jalan,jaringan,dan irigasi  

     1)  Semula     Rp. 35.842.766.799,00 

         2)  Bertambah/(berkurang)   Rp.   3.867.317.668,00+ 

     Jumlah Belanja Modal jalan,jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 39.710.084.467,00 

    e. Belanja Modal aset tetap lainnya 

     1)  Semula     Rp. 20.876.876.533,00 

          2)  Bertambah/(berkurang)   Rp.  (4.802.068.500,00)+ 

     Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan  Rp.16.074.808.033,00   

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, 

yaitu:  

   1) Semula     Rp. 9.276.486.011,00 

          2) Bertambah/(berkurang)   Rp (3.078.442.341,00)+ 

     Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan   Rp. 6.198.043.670,00 

 

   (4)    Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal  5 huruf d, terdiri atas: 

    a. Belanja Bagi Hasil 

     1)  Semula     Rp. 20.550.000.000,00 

     2)  Bertambah/(berkurang)   Rp.                        0,00+ 

     Jumlah Belanja Bagi hasil  setelah perubahan    Rp. 20.550.000.000,00 

    b. Belanja Bantuan Keuangan 

     1)  Semula     Rp. 230.079.135.750,00 

          2)  Bertambah/(berkurang)   Rp                          0,00+ 

     Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan  Rp. 230.079.135.750,00 



Pasal 7 

    Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 

    a. Penerimaan Pembiayaan 

     1)  Semula     Rp.65.239.789.000,00 

     2)  Bertambah/(berkurang)   Rp.    7.151.107.095,00+ 

     Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan   Rp.72.390.896.095,00 

    b. Pengeluaran Pembiayaan  

     1)  Semula     Rp.16.000.000.000,00 

          2)  Bertambah/(berkurang)   Rp                       0,00+ 

     Jumlah Pengeluaran Pembiayaan  setelah perubahan   Rp16.000.000.000,00 

 

Pasal 8 

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih 

perhitungan anggaran tahun sebelumnya yaitu: 

1) Semula     Rp.65.239.789.000,00 

2)   Bertambah /(berkurang)   Rp.  7.151.107.095.00+ 

     Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran  

     tahun sebelumnya setelah perubahan     Rp.72.390.896.095,00   

   (2)      Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas: 

    a. Penyertaan Modal Daerah 

     1)  Semula     Rp.16.000.000.000,00 

          2)  Bertambah/(berkurang)   Rp.                       0,00+ 

    Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan    Rp. 16.000.000.000,00 



 

 

Pasal 9 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimaksudkan dalam perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2022. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau  

c. Kerusakan Sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 

tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. 

 

 
 

 
 

 



Pasal 10 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

5. Lampiran V   Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI  Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan 

Rancangan Perubahan APBD; 

8. Lampiran VIII  Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;   

9. Lampiran IX  Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; 

 

 

 

  



Pasal 11 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 

landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 12 

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. 

 

Ditetapkan di Singaraja 

pada tanggal 

PJ.BUPATI BULELENG, 

 

 

IR. KETUT LIHADNYANA, M.M.A 

 

 Diundangkan di Singaraja    

 pada tanggal  

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, 

 

          

         GEDE SUYASA     

 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR  
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI:  

 



Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Buleleng

    Nomor :  
    Tanggal :  

Pj. Bupati Buleleng

 

Ir. Ketut Lihadnyana, M. M.A

KABUPATEN BULELENG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

 

Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

4 PENDAPATAN DAERAH        

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 420.379.886.115 470.887.781.551 50.507.895.436 12 %

4.1.01 Pajak Daerah 157.676.579.841 163.184.475.277 5.507.895.436 3 %

4.1.02 Retribusi Daerah 47.248.782.500 52.248.782.500 5.000.000.000 11 %

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.822.033.435 19.822.033.435 0 0 %

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 195.632.490.339 235.632.490.339 40.000.000.000 20 %

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.658.965.397.117 1.692.815.094.976 33.849.697.859 2 %

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.492.900.225.000 1.493.801.932.264 901.707.264 0 %

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 166.065.172.117 199.013.162.712 32.947.990.595 20 %

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 0 0 0 %

4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 %

  Jumlah Pendapatan 2.079.345.283.232 2.163.702.876.527 84.357.593.295 4 %

5 BELANJA        

5.1 BELANJA OPERASI 1.688.795.679.614 1.793.743.824.014 104.948.144.400 6 %

5.1.01 Belanja Pegawai 914.174.772.319 925.050.863.390 10.876.091.071 1 %

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 705.707.636.295 776.249.459.865 70.541.823.570 10 %

5.1.05 Belanja Hibah 63.595.771.000 82.754.689.900 19.158.918.900 30 %

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.317.500.000 9.688.810.859 4.371.310.859 82 %

5.2 BELANJA MODAL 179.883.770.857 172.257.665.558 (7.626.105.299) 4 %

5.2.01 Belanja Modal Tanah 200.000.000 0 (200.000.000) 100 %

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.408.984.535 79.156.294.381 (5.252.690.154) 6 %

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 38.555.142.990 37.201.478.677 (1.353.664.313) 4 %

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 35.842.766.799 39.825.084.467 3.982.317.668 11 %

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.876.876.533 16.074.808.033 (4.802.068.500) 23 %

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 9.276.486.011 3.463.147.300 (5.813.338.711) 63 %

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 9.276.486.011 3.463.147.300 (5.813.338.711) 63 %

5.4 BELANJA TRANSFER 250.629.135.750 250.629.135.750 0 0 %

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 20.550.000.000 20.550.000.000 0 0 %

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 230.079.135.750 230.079.135.750 0 0 %

  Jumlah Belanja 2.128.585.072.232 2.220.093.772.622 91.508.700.390 4 %

  Total Surplus/(Defisit) (49.239.789.000) (56.390.896.095) (7.151.107.095) -15 %

6 PEMBIAYAAN        

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 65.239.789.000 72.390.896.095 7.151.107.095 11 %

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 65.239.789.000 72.390.896.095 7.151.107.095 11 %

  Jumlah Penerimaan Pembiayaan 65.239.789.000 72.390.896.095 7.151.107.095 11 %

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 16.000.000.000 16.000.000.000 0 0 %

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 16.000.000.000 16.000.000.000 0 0 %

  Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 16.000.000.000 16.000.000.000 0 0 %

  Pembiayaan Netto 49.239.789.000 56.390.896.095 7.151.107.095 15 %

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 0 %
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